KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 8 TAHUN' 2000

TENTANG

PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

d

—

KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

bahwa besarnya tarip air minum yang berlaku pada Pc::usahnun D:dUl'Lth All I:f_Imtn:
Kabupaten Kudus pada saat ini dipandang sudah tidak sc?glut d{cng‘ﬂn U‘Sdﬂ
pertumbuhan ckonomi khususnya biaya operasional dan ‘pcmc.h laraan. sarana Zn
prasarana penyediaan air minum, sehingga perlu menyesuaikan W‘.P 3“’1 mmlfﬂrl)l)]a a
Perusahaan Dacrah Air Minum, dengan berpedoman pada Pcralyran _I\f cn!cn Dalam
Negeri Nomor 2 tahun 1998 tentang Pedoman Penctapan Tarip Air Minum pada

Perusahaan Daerah Air Minum |
bahwa schubungan dengan maksud terscbut diatas, maka dipandang perlu mencabut

Keputusan Bupati Kepala Dacrah Tingkat IT Kudus tanggal 15 Juli 1997 Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Dacrah Tingkat 11 Kudus,

_bahwa schubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Bupatr

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

- Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan

dan Pengawasan Perusahaan dilingkungan Pemerintah Daerah |



Menetapkan

6

2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penctapan
Tanp Air Minum Pada Perusahaan Air Minum ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menter Pekerjaan Umum tanggal 30

Juni 1988 Nomor 5 _Tahun 1984 tentang Pedoman  Struktur  dan  Perhitungar
28/KPTS/1984

untuk menentukan Tarip Air Minnm bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan

Pengelola Air Minum ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penctapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacraly Tingkat IT Kudus Nomor 10 Tahun 1982 tentang
Perusahaan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat 1I Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Dacrah Tingkat II Kudus Tahun 1983 Nomor 7).

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah T ingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang
Perusahaan Daerah Ajr minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lcml?ar an
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1991 Nomor 5) scbagaimna
diubah dengan Peraturan Daeraly Kabupaten Dacrah Tingkat IT Kudus Nomor 5 Tahun
1993(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus Tahun 1993 Nomor 12 );

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG TARIP AR MINUM  PADA
PERUSAHAAN DAERAIl AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.
d.

Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;

Bupati adalah Bupati Kudus ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus ;

Perusahaan Daerah Air Minum yang sclanjutnya disingkat PDAM adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kudus ;

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus ;

Tarip Air Minum adalah harga air minum setiap 1 M3 (satu meter kubik) yang
harus dibayar olch langganan atas pemakaiannya ;

Langganan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum dari
Perusahaan Daerah Air Minum :

Golongan pelanggan adalah Klasifikas pelanggan yang disesuaikan dengan struktur
ekonomi penduduk ;

Struktur tarip air minum adalah perbandingan antara tarip air minum untuk golongan
langganan tertentu dengan lainnya.



BAB I
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

(1) Kelompok Pelanggan ditetapkan menjadi § ( lima ) kelompok yaitu :

a,

(2) Apabila rincian golongan pelanggan tersebut belum atau
kondisi masyarakat pelanggan, maka Direksi P
suaian setelah mendapat persetujuan Bupati,

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 ( tiga )
4. Konsumsi sampai dengan 10 M3 per bulan,
b. Konsumsi diatas 10 M3 sam

Kelompok I antara lain terdiri dari :
1. Ihdrant Umum.

2. Kamar mandi / WC Umum,

3. Termunal Air

4. Tempat lbadaly,

Kelompok Il antara lain terdiri dari -

Rumah Sangat Sederhana (RSS)
Panti Asuhan,

Yayasan Sosial,

Sckolah Negen,

Rumah Sakit Pemerintah .

Instansi Pemerintah, Polri dan TNI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

R I el e

Kelompok 1 antara Lain terdiri dari : ‘

. Rumah sclain Rumah Sangat sederhana (R 5 5 ) dan Rumah Mewah,
. Niaga Keil,

Industri Rumah Tangga. } ) )

Instansi Pemerintah, Polri dan TNI Tingkat Kabupaten / Kotamadya

4= e D —

Kelompok IV antara lain terdiri dari :
1. Rumah Mewah.
2. Industri dan Niaga Besar,

3. Instansi Pemerintah, Polri dan TNI di Tingkat Pusat dan Tingkat I
4. Kedutaan dan Konsulat Asing,

Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang ti

dak termasuk pada
kelompok I, 11, III dan IV.

tidak dapat menampung
DAM dapat melakukan penye-

Pasal 3
kelas yaitu ;

pai dengan 20 M3 per bulan,

¢. Konsumsi diatas 20 M3 per bulan,



BA B 1l
PERHITUNGAN TARIP AIR MINUM
Bagian Pertama
Dasar dan Sistem Tarip Air Minum
Pasal 4

Penctapan tarip air minum didasarkan pada :

Pemulihan biaya,

Keterjangkauan .

Efisiensi pemakaian |

Kesederhanaan |
Transparansi,

I S

Pasal 5

(1) Pendapatan PDAM darj iy
a. Hasil penjualan air.
b. Beban tetap.

terdir dari

(2) Pendapatan PDAM scbagaimana dimaksud ayat ( 1 ) harus mencukupi untuk
pemulihan biaya.

(3) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) serendah-rendahnya sama dengan
biaya akunting dan sctinggi-tingginya sama dengan biaya finansial,

Pasal 6

(1) Tanip yang ditetapkan PDAM atas kebutuhan dasar harug terjangkau oleh pelanggan
rumah tangga.

(2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud
Pasal 5 ayat (1 ) dan ayat (2 ) pasal ini, dilakukan subsidi silang antar
kelompok pelanggan.

Pasal 7

Sistem yang dianut dalam penet

apan arip air minum sebagaiman,
Pasal 3 Keputusan ini adalah siste

a dimaksud dalam
m tarip Progresip.



.

Bagian Kedus
Komponen Biaya
Pasal 8

Komponen biaya dalam pengelolaan PDAM terbagi dalam § kelompok biaya yaitu
a4 Ihaya Sumber arr

b Biaya Pengolahan air

¢ Wiaya Transmist dan Disiribus)

" Daya Umum dan Admainistras; :

¢ Biaya Penyusutan dan Amortisas; Instalast non pabrik.

Bagian Ketiga
Perhitungan Harga Pokok Alr
Pasal 9

(1) Perhitungan Harga Pokok Air ( HP ) adalah jumlah scluruh b:';); :ﬁﬂgdiingm Jumlah
air yang - didistribusikan kepada pelanggan sesuai catatan pa '

(2) Perhitungan Harga Pokok Awr (HP ) scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
ditctapkan dengan rumus scbagai berikut :

Jumlah Scluruh Biaya
HP =

Jumlah air yang didistribusikan sesuai dengan catatan meter mnduk

(3) Jumiah pelanggan dan pemakaian air serta perhitungan harga pokok air pada PDAM
schagaimana yang tercatat pada meter induk dengan jumlah yang tercatat pada meter
pelanggan menjadi tanggungjawab PDAM,

(4) Perhitungan Harga Pokok Air ( HP )

sebagaimana tercantum dajam Lampiran Keputusan
int.

Bagian Keempat
Pola Jenis dan Perhitungan Tarip pada PDAM

Pasal 10

(1) Pola struktur perhitungan tarip berdasarkan Klasifikasi pelanggan,  penghematan
pemakaian air dengan pencrapan tarip progresip dan pelanggan yang mampu
membantu pelanggan yang kurang mampu,

(2) Subsidi hanya diberikan kepada golongan pelanggan 1 ( Sosial ) apabila besarnya
tarip untuk golongan rumah langga masih belum terjangkau oleh masyarakat

berpenghasilan rendah, maka pemberian  subsidi terbatas pada Klasifikasi konsumsi
air A,



O

BAB IV
PENETAPAN TARIP

Pasal 11
( 1) Besarnya tanp pemakaian air nunum ditetapkan sebagai berikut |

PEMAKAIAN | NON NIAGA NIAGA by Justri
(M3) Rumah | Instansi | Keecil Besar | Sosial | Hidrant | Indus
Tangga L

0-10M3 600,- 600,- | 1.600,- | 2.600,- | 450,- | 450,- 6(‘)0 _
11-20M3 900,- 900, 1.600,- | 2.600,- | 560,- | 450, i 100»_
21-30M3 | 1.200,- | 1200~ | 3,200,- | 5.100,- | 840,- | 450, o

3IM3 Keatas | 1.800,- | 1.800,- | 3.200,- | 5.100,- | 1.400,- | 430, 100,

- ini sepul M3
(12) Untuk Non Niaga dan Sosial pemakaian air minum “;?(‘)“E“(}uiopémbl:’l;‘;\;; ) M3,
sedangkan untuk niaga dan industri pemakaian air minima

BAB V
BIAY A PENYAMBUNGAN LANGGANAN

Pasal 12

(1) Biaya pemasangan air minum ke rumah-rumah dengan jarak sampai dengan 6 ( enam )
meter dari pipa distribusi tersier.

(2) Kelebihan jarak scbagaimna dimaksud ayat ( 1) pasal ini akan diperhitungkan ter -
sendint berdasarkan harga bahan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan.
Pasal 13
(1) Biaya pemasangan air minum untuk

Niaga Khusus diperhitungkan sesuai
dan berdasarkan pemakaian alat-alat,

golongan Non Niaga, Niaga, Sosial, Industri dan
dengan harga yang berlaku pada saat pemasangan

(2) Biaya pemasangan air minum scbagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini berlaku untuk
sambungan yang mempergunakan pipa dengan diameter DN 13 mm keatas.

(3) Kemungkinan adanya biaya tambahan lainnya juga akan diperhitungkan berdasarkan
harga bahan dengan upah tenaga kerja yang berlaku pada saat pemasangan.



Pasal 14

: n
1 dclan dikenakan biava pemasangan sebagaimana dimaksud pasal 11 krp?lgszms’
‘ L;pada pelanggan hary Jugd dikenakan biaya adnunistrasi / perencanaan pip
biava Langganan air dan biava balik nama sebagai berikut

NO URATAN JUMLAH (Rp)
| 1iBuva Pendaflaran l:(s)g.
2 Biava Perencanaan 3.750,
- 3/Binva Langgungan air _
‘ a Non Niaga 4.500,
| [b Nuaga 11250,
¢ Sosia 4.500,-
d Industn 22.500,-
‘ faga K 30.000,-
' ¢ Niaga Khusus
4 Biava balik nama -
b g
h A& .250,
| P 450,
| 12 s 18.750;
. Indus
26.250,-
¢. Niaga Khusus

(2) Unmuk pelanggan yang akan memasang instalasi didalam bangunan dikenak

an biaya
adminstras: / perencanaan pemasangan instalasi dalam rumah sebagai berikut

| NomNisga | Niaga | Soslal | HU Industri
| 10% X RAB | 20% X RAB | 21 % X RAB

Niaga khusus
20% X RAB | 21 % X RAB

BAB VI
SANKSI DAN DENDA
Pasal 15

(2) Kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan atas pemakaian air sampai dengan
akhir bulan, maka jaringan air minum yang menuju ke rumahnya akan diputus
Sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahuly

(3 ) Pelanggan van
bayar biaya pe
dan harus me

g diputus sementara tersebut dapat disambung k.cmb;_nli setelah mem-
nyambungan kembali sebesar Rp 7.500,- ( tujuh ribu .lulna ratus rupiah)
mbavar denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,



Pasal 16

. ; sak
schelum meteran pencatat air, merus:

(1) Kepada peclanggan yang mengambil - air o ikenakan tagihan Jir sejumlah

meteran dan merusak segel untuk semua golong
5 X 50 M3.
ini il idak
(2) Selain dikenakan tagihan air scbagaimana dimaksud ayat ( 4 ) l’ﬂffﬂf ‘11;1:( lelj(:ntggap
diketahui lama waktu pengambilan air, maka kepada pelanggan lt,reu,l B engan
telah mengambil air scbelum meteran pencatat air sclama 5 ( lima ) b
pemakaian S0 M3 sctiap bulannya.

: r
. . ; L. inatalasi sambungan al
( 3 ) Denda tersebut harus dibayar lunas, apabila tidak maka instala é
minum akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 17

- idak sah dan tidak sesuai
Untuk masyarakat bukan pelanggan yang mengambil air ymﬁal:d;}; yang Beitslan,
prosedur akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-un ng

BaAaB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini scpanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut olch Direksi PDAM sctelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 19
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus

tanggal 15 Juli 1997 Nomor 5 Tahun 1997 tentan i i i
amip g ! g Tanp Air Minum Pada Perusah
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dinyatakan tidak berlaku lagisa -

Pasal 20

Keputusan ini berlaku selama-laman
epu : ama- ya 4 ( empat ) tal sejak i <
ditinjau kembali sebelum habis masa bcrl;(lkunl;a. R e



BAan Vil

RETENTUAN pPENUTUE

Pasal 19
gal diundangkan.
ahkan pengundangan Keputusan 0l

Keputusan i mulai berlaku padin tang,
memerint

ar setiap orang dapat mengetahuinya,

A
Jalarn Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus,
us,

J
Juli 2000.

Ditotapkan di Kuc
pada tanggal 31

UPATI KUDUS,
A M/
A (

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 41 Juli 2000
ATEN KUDUS

X

‘ v I %
| ENBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR . 2%



LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATIEUDUD
Tanpgal 71 Julil 2000
Nomor fTARW ?,.QO‘)

e e <t et

PERIITUNGAN TARIP AIR MINUM

| BIAY A ()l’lil{.v\Sl()N.*\l. :
A TBiava SUMBER .U LAY _—
L Biaya operasi s
2. Biaya air baky s
. 3. Biaya Penyusutay J #MLMW

| T 57.007,472.43
Jumlal biaya sumber (A) s

B [BIAYA PENGOLA] IAN AIR -
1. Biaya pengolahan air

2. Biaya penyusutan

3,097,985.00
3,870,015.61

| T 6,968,000.61
Jumlah biaya pengolahan (B )

C [BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI :

, ' 14,773,903.00
: gf“-" i 3,356,065.00
; Bfaya pcmchh::raan 6,077,861.72
. Biaya penyusutan R
Jumlah biaya transmisi dan distribust 24,207,829.72
D [BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASL

b ; 37,527,559.00

1. Biaya pegawal
¢ 2, Biaya Kantor 3,446,330.00
3. Biaya hubungan langganan 4,842,875.00
4. Biaya pemeliharaan 20,821,994.00
5. Biaya penyusutan 1,504,239.94
Jumlah biaya umum dan administrasi 68,142,997.94
JUMLAH SELURUH BIAYA SEBULAN 156,326,300.70




JUMLAH LANGGANAN DAN PEMAKAIAN AlR MINUM

- NI
No [BLOK PEMAKNAN | 0 10N | L1~ 20 M3 | 21 30 M3 [ 30 M3 keatus}__1C2 AL
GOL LANGGANAN' |Lang- [Kon-  [Lang- [Kon- |Lang- [Kon- " [Cang- [Kon-  Land: [Kcmw
S ganan|sumsi |ganan|sumsi [ganan gumsl |[ganan !Ufp_!i‘,__ H?ﬁgg‘*%:"/-ﬂiu’{
HRUMAH TANGGA 3518 19.340] 2.575(30.050] 814] 21.10 1.178] 51 002 B.085 11’ A7
2INIAGA . . . | qae| 3240 5| 108 144 31‘/1
31SOSIAL 17| e8| 23| as3| e8| 1728 20| 9820 e 17609
4|HIDRANT UMUM LT T T T | el aresel e
Jumla n_.i’_“—’i—’-’i(-’-—*“

ANALISA ¢

1. Rumah tangga
35.180 X 1,0. A = 3‘5_‘,38 ’,:
- 25750 X 1,0. A +(35.050 =25.750) X 1,5.A -l A
- 8140 X (1,04 1,5)A +(21.164 - 16.280) X 2,0.A - 99996 A
11780 X ( 1,0+ 1,5+2,0 ) A + ( 51.002 - 35.340) X 3,0.A ’
. 2. Niaga Kecil - 8340 A
- 1390X2X4,0.A+(3249-2780) X 8,0. A _ 844 A
50X (2+40+80)A+(168-150)X80. A
3. Sostal khusus ¢ = 170 A,
- (170X 1,0.A) = 5675A
- 230,\'1,0.A+(455-230)X],S.A 4 = 2.586 A.
- 580 X(1,0+1,5) A+(1728-1160) X 200 | = 28155 A
290,\’(l,0+l,5+2,0)A+(9.820-870)>\ 0.
4. Sosial Umum ! = 14.151,2 A.
. (17.689X08)A
=259.807,7 A

Jumlah

Rp. 156.326.300,70
s ket

tarip dasar A
£ blacta TE 259.807,7 A
= Rp 601,70

Dibulatkan menjadi = Rp 600,-.

Digitally signed by
Bagian Hukum
: Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.28
08:50:13 +07'00'
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